
 
 

  

 
WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
 

PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 6 TAHUN 2018 
  

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah 
(PAD) perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota 
Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 962); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1); 

 
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 
Nomor 13 Seri B.2). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 

TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 
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 Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 
Nomor 13 Seri B.2), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota 

Padang Panjang. 
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang 
Panjang. 

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Kota Padang Panjang. 

7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 

adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang. 

8. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Padang Panjang. 
9. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disingkat BP 

adalah Bendahara Penerimaan yang berfungsi menerima 

hasil pembayaran atau penyetoran pajak daerah. 
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang  yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN)dan/atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
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12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan 
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak 
yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau 

pemotongan pajak tertentu. 
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil 

yang menjalankan hak  memenuhi kewajiban–kewajiban 
pajak menurut ketentuan perundang–undangan 

perpajakan. 
15. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan pajak daerah. 

16. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba–rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. 

17. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 

18. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta 

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 
kamar. 

19. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 

20. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 
minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup 

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. 

21. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan 

penyelenggaraan hiburan. 
22. Hiburan adalah sejenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 
bayaran. 

23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 
bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan 
komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasa dan/atau dinikmati oleh 
umum. 

25. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut 
tersedia Penerangan Jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. 
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26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara. 

28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah. 

29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. 
30. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT 

adalah dasar penetapan Pajak Air Tanah di Daerah. 
31. Bon Penagihan/bill adalah bukti penagihan yang sekaligus  

sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak 

pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hoteldan 
pembayaran atas jasa pelayanan restoran. 

32. Harga Tanda Masuk adalah harga tontonan / hiburan 
ditambah pajak. 

33. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat 

NJOR adalah merupakan keseluruhan  pembayaran atau 
pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik 

dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini 
adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, 
instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, 

pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi 
pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan 
bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, 

ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah 
diizinkan. 

34. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya 
disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada 
titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria 

kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai 
aspek kegiatan. 

35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada 
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah. 

36. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang 
digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan 

melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek 

pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan 
peraturan perundang–undangan perpajakan daerah. 

38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Kas 
Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. 
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39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak. 
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
yang masih harus dibayar. 

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang ditetapkan. 
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

44. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang–undangan perpajakan daerah, yang 
terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib 
pajak. 

47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 
dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain. 

48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu 

tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali bila wajib 
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun takwim. 
49. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 

tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak menurut 
peraturan Perundang–undangan perpajakan Daerah. 

50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak, penentuan 
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 
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51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 
dan biaya penagihan pajak. 

52. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan 
pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 

Pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan. 
53. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib 

pajak  atau penanggung pajak melunasi utang pajak 

daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur 
atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan serta menjual barang yang telah disita. 

54. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk 
menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, 
guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut peraturan perundang–undangan. 
55. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum 

dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis 

melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli. 
56. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib 

pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan 
yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh wajib pajak. 
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang–undangan perpajakan daerah. 

59. Penyidikan  tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 

2. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 46 

 
(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 

(2) sebelum menyelenggarakan reklame wajib mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada BPKD. 
 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sebelum diselenggarakannya pemasangan  
reklame. 
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2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi 
sebagai berikut; 

 
Pasal 48 

 
(1) Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
diterima, harus memberi keputusan atas permohonan 
yang diajukan. 

 
(2) Keputusan Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa menerima dan memberikan suatu keputusan 
penetapan besarnya pokok Pajak Reklame terutang. 

 
(3) Keputusan Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk  atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa menolak dan memberikan suatu keputusan 
penolakan dengan menyampaikan alasan penolakan. 

 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk 

tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang 
diajukan dianggap dikabulkan. 

 
3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 51 

 

Berdasarkan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (1) dan NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: 
 

a. Nilai Sewa Reklame Terbatas dan Reklame Permanen 

 
No Jenis Reklame Masa 

Pajak 

NJOR 

(Rp/m2) 

NSPR (Rp/m2) 

Zona I Zona II Zona III 
1 
 
 

2 

Videotron/Megatron 
 
 
Papan/Billboard/Neon Box 

Produk 
a. Bersinar 

b. Tidak Bersinar 
 
Non Produk 
a. Bersinar 
b. Tidak Bersinar 

1 tahun 
 
 
 

1 tahun 
 

 
 

1 tahun 

6.000.000 
 
 
 

 
800.000 

600.000 
 
 

600.000 
500.000 

500.000 
 
 

 

 
300.000 

300.000 
 
 

200.000 
200.000 

400.000 
 
 
 

 
200.000 

200.000 
 
 

150.000 
150.000 

300.000 
 
 
 

 
100.000 

100.000 
 
 

100.000 
100.000 
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b. Nilai Sewa Reklame Isidentil 
 

No Jenis Reklame Masa 
Pajak 

NJOR 
(Rp/m2) 

NSPR (Rp/m2) 

Zona I Zona II Zona III 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 

 

7 
 

8 
 

9 
 
 

Baliho 
 
Kain/Spanduk/Umbul-
Umbul/Banner 
 
Selebaran/Brosur/ Leaflet 
 
Reklame berjalan termasuk 
kendaraan 
 
Reklame perusahaan lain pada 
merek toko atau dinding 
bangunan toko 
 
Reklame film/slide 

 

Reklame peragaan 
 
Reklame Udara 
 
Reklame Suara 

 

1 bulan 
 

 1 bulan 
 
 

lembar 
 

lembar 
 
 

1 bulan 
 
 
 

tayang 

 

peragaan 
 

hari 
 

hari 
 

100.000 
 

90.000 
 
 

400 
 

300.000 
 
 

90.000 
 
 
 

1.500.000 

 

2.500.000 
   

800.000 
 

1.000.000 

50.000 
 

50.000 
 
 
 

30.000 
 

30.000 
 
 

20.000 
 

20.000 
 
 

 
4. Ketentuan dalam Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 52 
 

(1) Penetapan NJOR dan NSPR sebagai dasar perhitungan 

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 51 
dengan memperhatikan jumlah, luas, hari dan 
penayangan/peragaan reklame sebagai berikut: 

a. reklame videotron/megatron/papan/billboard dan 
neon box adalah ukuran luas reklame dimaksud; 

b. reklame kain/spanduk/umbul-umbul/banner adalah 
ukuran luas reklame dimaksud; 

c. reklame melekat/stiker  dan selebaran adalah per  

lembar reklame dimaksud; 
d. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah 

lembaran reklame dimaksud; 
e. reklame perusahaan lain pada merek toko dan dinding 

bangunan toko adalah luasnya reklame dimaksud; 

f. reklame film/slide  adalah berapa kali ditayangkannya 
reklame dimaksud; 

g. reklame peragaan adalah berapa kali diperagakannya 
reklame dimaksud; 

h. reklame udara adalah jumlah reklame dimaksud; dan 

i. reklame suara adalah berapa kali disampaikannya 
reklame dimaksud. 

 
(2) Apabila jangka waktu pemasangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan maka 

dianggap 1 (satu) bulan. 
 

PASAL II 

 
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Berita Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 
 

Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal  5 Februari 2018 

 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

 
HENDRI ARNIS 

Diundangkan di  Padang Panjang 
pada tanggal       5 Februari 2018  
 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

                           INDRA GUSNADY 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 

 


	Diundangkan di  Padang Panjang



